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KERANGKA LOGIS RENSTRA KEMENRISTEKDIKTI

Konsideran penggabungan Ristek dan Dikti:

1. Mengikuti kondisi global 

2. Menumbuhkembangkan penelitian berbasis teknologi di perguruan tinggi

3. Menghilirkan hasil litbang perguruan tinggi

4. Secara historis telah ada Menteri Ristek dan Dikti

5. Argumentasi teoritis Triple Helix

6. Argumentasi ekonomi bahwa daya saing itu akan memperkuat ketahanan

ekonomi nasional

Sumber: Paparan Forum Rektor 2014
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KERANGKA LOGIS RENSTRA KEMENRISTEKDIKTI
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TRL : Kesiapan Teknologi (technology readiness level)

Area yang bersifat KRITIKAL

Sumber : diolah dari materi presentasi AIPI
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TEKNOLOGI (PPBT)

INOVASI INDUSTRI

INSENTIF

Direktorat Sistem Inovasi
(Klaster Inovasi Daerah) 4



AREA INOVASI

AREA KRITIKAL: PROSES INOVASI DI PT

ROYALTI

Angka Kredit Penelitian & Pengembangan (Area Invensi)

Technology Readiness Level (TRL)

1 9Concept 3 Component
s

5 Completion

Innovation Readiness Level (IRL)

IRL 3 IRL 4 IRL 5 IRL 6

Komersialisasi ke Pasar
& Pengembangan

Apresiasi

Tri Dharma
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Area yang Kurang Mendapat
Perhatian



INOVASI DI TRIDHARMA

Innovation is the market 
introduction of a technical 
or organizational novelty, 

not just its invention.

Joseph A. Schumpeter
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KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

Kerangka Konseptual Kajian Tentang 
Manajemen Inovasi di Perguruan Tinggi

RAPERMENRISTEKDIKTI 
MANAJEMEN INOVASI PT

EFEKTIVITAS MANAJEMEN 
INOVASI PT

INDIKATOR PENGUKURAN 
PERFORMANSI INOVASI PT

TRANSFORMASI PERANAN 
PERGURUAN TINGGI (TRI 

DHARMA)

PANDUAN TEKNIS DAN 
PENILAIAN KINERJA

MANAJEMEN INOVASI
2

3

4

1

7

(Soft Approach)
Draft PerMenpanRB

Penganti
Permenpan RB no 17/2013



URGENSI PENYELENGGARAAN 
MANAJEMEN INOVASI DI 
PERGURUAN TINGGI 
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ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Sumber:

LAPORAN KEGIATAN DEWAN RISET 
NASIONAL (DRN) KEPADA MENRISTEKDIKTI

PERIODE OKTOBER 2015–MARET 2016
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ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG

Penciptaan nilai tambah 
berbasis keunggulan kompetitif 

(SDA + SDM + IPTEK)

Mewujudkan

masyarakat Indonesia 

yang mandiri, maju, 

adil dan makmur

melalui percepatan

pembangunan di

segala bidang dengan

struktur

perekonomian

yang kokoh

berlandaskan

keunggulan

kompetitif

Menata kembali

NKRI, membangun

Indonesia yg aman

dan damai, yg adil

dan demokratis

dengan tingkat

kesejahteraan yang 

lebih baik

Memantapkan

penataan kembali

NKRI, meningkatkan

kualitas SDM, 

membangun

kemampuan iptek, 

memperkuat daya

saing perekonomian

RPJMN 
Tahun 2005-2009

RPJMN 
Tahun 2015-2019

RPJMN 
Tahun 2020-2024

Memantapkan

pembangunan secara

menyeluruh dengan 

menekankan

pembangunan

keunggulan kompetitif

perekonomian yang 

berbasis SDA yang 

tersedia, SDM yang 

berkualitas, serta

kemampuan iptek

RPJMN 
Tahun 2010-2014

VISI
Pembangunan

2025
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TEMU TAHUNAN XX FORUM REKTOR INDONESIA 2018

Enam rekomendasi dan pernyataan sikap:

1. Mendorong perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan riset

yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi

dan daya saing bangsa di tengah arus percaturan global yang secara masif

akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Mendorong Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

(Ristekdikti) melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi

perizinan bagi pembentukan prodi-prodi baru serta terobosan baru

untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi industri 4.0.

3. Ketiga yakni meminta kepada Pemerintah menyusun dan menetapkan

kebijakan yang mendorong pihak industri agar bekerjasama dengan

perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi yang memiliki

nilai ekonomi dan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

4. (continued)

15-16 Februari 2018

KONVENSI KAMPUS XIV DAN 
TEMU TAHUNAN XX FORUM 

REKTOR INDONESIA

Universitas Hasanuddin (Unhas), 
Makassar
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1st Generation
• Education

2nd Generation
• Education
• Research 3rd Generation

• Education
• Research
• Know-how exploitation 

(entrepreneurship)

?

4th Generation
• Education
• Open Innovation

TRANSFORMASI PERGURUAN TINGGI
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KAJIAN EMPIRIS
MANAJEMEN INOVASI DI 
PERGURUAN TINGGI 

13



KAJIAN MANAJEMEN INOVASI DI PT (PENDEKATAN INDUKTIF)

Penetapan
Tujuan Kajian

Pengambilan
Data

Pengembangan
Konsep

Manajemen
Inovasi di PT

Penyusunan
Naskah

Peraturan

Uji Publik
(feedback)

• Memetakan kondisi serta permasalahan terkait

manajemen inovasi di PT

• Merumuskan model konseptual manajemen

inovasi di PT

• Menyusun naskah Permenristekdikti tentang

Manajemen Inovasi di PT

Pengambilan data melalui metode
FGD

• FGD Jawa Barat

• FGD Yogyakarta

• FGD Makassar

• FGD Surabaya

• Pengolahan data hasil FGD

• Pemetaan permasalahan

• Pengembangan konsep MI

Pengambilan masukan terkait draft 
naskah peraturan (feedback)

• FGD Jawa Barat

• FGD Makassar

• FGD Surabaya

• FGD Yogyakarta
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BUKTI EMPIRIS LEMBAGA INOVASI DI PERGURUAN TINGGI

PTN-BH PTN-BLU

PTN-SATKER PTS

• LPIK ITB
• PUI-UI
• DIIB-UGM
• DRI-IPB
• BPPU-UPI
• dsb

• LPTIK-ANDALAS
• BPPU-UNY
• Pusat Bisnis-UNM
• dsb

• IB-POLBAN
• Pusat Unggulan

Inovasi-Polines
• Inkubator Bisnis
• dsb

• Bandung 
Technopark

• Skystar Venture 
Incubator-UMN

• dsb
Lembaga khusus terkait
inovasi di perguruan
tinggi
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LEMBAGA DI PTN-BADAN HUKUM

Terdapat Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) yang SEJAJAR dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Keduanya
Bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Sumber: www.itb.ac.id
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LEMBAGA DI PTN-BADAN LAYANAN UMUM

Terdapat Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha yang SEJAJAR dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Keduanya
Bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
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POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

LEMBAGA DI PTN-SATUAN KERJA

Terdapat Pusat Unggulan Inovasi dibawah PPPM
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TEMUAN PERMASALAHAN: ASPEK REGULASI DAN PENGATURAN

ISU PERMASALAHAN KONDISI YANG DIHARAPKAN
Regulasi yang 

Mempercepat Proses 

Alih Teknologi

Kurang sinkronisasi antara kebijakan di tataran pemerintah 

dan kebijakan ditataran perguruan tinggi.

Kebijakan nasional dan kebijakan internal 

kampus memiliki sinkronisasi yang jelas 

dan berlaku untuk setiap universitas, 

disesuaikan dengan kapabilitas perguruan 

tinggi masing-masing

Jaringan Inovasi 

Nasional

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa 

sistem inovasi nasional dapat dibentuk melalui 

pengembangan jaringan Iptek nasional. Namun demikian, 

jaringan ini belum terbentuk, meskipun kelembagaan yang 

menjalankan fungsi-fungsi ini telah terbentuk di berbagai 

perguruan tinggi

Lembaga yang berperan dalam 

menyelenggarakan sistem inovasi di 

berbagai perguruan tinggi membentuk 

jejaring, sehingga menciptakan jaringan 

iptek nasional yang kuat dan 

menghasilkan kontribusi inovasi secara 

signifikan

Penyelenggaraan 

fungsi-fungsi LMI

Peraturan belum menjelaskan secara detail mengenai aspek 

kelembagaan dan panduan praktik sebagian besar fungsi 

yang akan dijalankan oleh LMI

Kelembagaan dan fungsi-fungsi inovasi 

dapat diselenggarakan di perguruan tinggi 

berdasarkan dasar hukum yang jelas

Beberapa fungsi LMI telah diselenggarakan oleh lembaga 

yang berwenang di luar kampus dengan lingkup kerja 

lembaga secara nasional

Perguruan tinggi dapat 

menyelenggarakan berbagai fungsi LMI 

dalam koridor yang berbeda dengan 

lembaga lain, sehingga mencegah adanya 

tumpang tindih dan pemborosan.
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TEMUAN PERMASALAHAN: ASPEK REGULASI DAN PENGATURAN

ISU PERMASALAHAN KONDISI YANG DIHARAPKAN

Dosen Peraturan mengenai angka kredit dalam aspek 

inovasi masih belum belum memberikan 

dampak yang positif terhadap gairah inovasi 

dosen

Angka kredit dan insentif dalam 

inovasi menjadi daya tarik 

utama untuk meningkatkan 

aktivitas dan pengembangan 

karir dalam inovasi

Pola kerjasama Belum optimalnya mekanisme pola kerjasama 

lembaga iptek dan industri

Kemudahan pelaksanaan dan 

kejelasan peran kerjasama yang 

menguntungkan antarpihak

Pola koordinasi 

kebijakan

Lemahnya sinergi kebijakan dan koordinasi 

antara lembaga penyedia iptek dengan 

lembaga regulasi

Kebijakan sistem inovasi yang 

terkoordinasi secara nasional 

untuk mengoptimalkan 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

hasil inovasi
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ISU PERMASALAHAN KONDISI IDEAL

Kompetensi 

Lulusan Perguruan 

Tinggi

Beberapa industri, misalnya industri 

financial technology sulit menemukan SDM 

yang memiliki kompetensi mendekati 

kebutuhan industri. Sebagian besar lulusan 

perguruan tinggi masih membutuhkan 

penyesuaian agar dapat mencapai 

kompetensi yang dibutuhkan industri 

Kurikulum di perguruan tinggi sebisa 

mungkin dirancang sesuai dengan 

kebutuhan industri dan harus selalu 

update, sehingga lulusan perguruan tinggi 

memiliki kompetensi yang tidak terlalu jauh 

dengan kebutuhan industri

Peran SDM 

Terdidik di dalam 

Industri

Pada industri seperti seni, desainer tidak 

diberdayakan untuk mendesain produk yang 

membutuhkan keahlian spesifik seperti di 

negara maju, sehingga kontribusinya 

terhadap inovasi kurang optimal

SDM seharusnya memiliki sertifikasi khusus 

terkait bidang keahliannya agar dapat 

berkontribusi dalam penciptaan desain 

produk sesuai dengan keahliannya

Kapabilitas SDM 

dalam Lembaga 

Alih Teknologi

Kapasitas SDM dalam pengelolaan lembaga 

alih teknologi masih belum memberikan 

kontribusi yang berarti bagi

SDM pengelola lembaga alih teknologi 

memiliki kapabilitas khusus dalam 

mengelola tugas pokok kelembagaan

TEMUAN PERMASALAHAN: ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
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ISU PERMASALAHAN KONDISI IDEAL

Pendidikan Pengembangan pembelajaran hanya berfokus secara 

teoretis. Kurikulum padat dan dangkal kompetensi (broad 

& shallow).

Pembelajaran diarahkan pada tercapainya kompetensi 

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri

Kurikulum berbasis kebutuhan dengan kompetensi fokus 

dan mendalam (deep & narrow)

Penelitian dan 

Pengembangan

Penelitian hanya fokus pada pengembangan rekayasa 

(simulasi)

Jumlah dana yang dikelola oleh LPPM tidak sebanding 

dengan perolehan HKI, jumlah inovasi, maupun hasil riset 

yang dapat dimanfaatkan oleh industri

Pengembang teknologi lebih banyak melihat dari sisi 

supply  (technology push)

Perguruan tinggi melakukan kegiatan litbang secara 

berkelanjutan untuk menciptakan hasil litbang yang dapat 

dimanfaatkan oleh industri

Litbang seharusnya dilakukan dengan sasaran-sasaran 

tertentu secara berkesinambungan untuk melahirkan hasil 

litbang yang dapat dimanfaatkan

Pengembangan teknologi maupun inovasi seharusnya 

turut memperhatikan kebutuhan pasar dan industri yang 

mengacu pada potensi wilayah dan keunggulan perguruan 

tinggi

Pengabdian kepada 

Masyarakat

Pada beberapa perguruan tinggi , kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat hanya berfokus pada industri (UMKM/UKM) dalam 

bentuk pelatihan satu arah

Pengabdian masyarakat lebih banyak bersifat temporer

Tidak setiap kegiatan Mobilisasi dosen ke industri terdeteksi 

oleh perguruan tinggi

Belum terdapat suatu pola mobilisasi dosen yang baku

Pengabdian masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk, baik dalam kegiatan yang bersifat satu arah maupun 

dua arah

Pengabdian masyarakat fokus pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan orientasi jangka panjang dan berkelanjutan

Seluruh kegiatan mobilisasi yang dilakukan oleh dosen dapat 

terekam seluruhnya dan dikelola dengan baik

Mobilisasi dosen seharusnya memiliki sasaran dan tujuan yang 

jelas sesuai dengan visi dan misi institusi

TEMUAN PERMASALAHAN: ASPEK OPERASIONAL
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ISU PERMASALAHAN KONDISI IDEAL

Kewajiban Dosen Pembebanan yang tidak sesuai (alokasi waktu lebih besar 

dari SKS yang diberikan)

Beban Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh 

dosen dapat diakui dan dikelola secara jelas

Hak Dosen Dosen mengharapkan gaji yang lebih besar dari 

perusahaan.

Mobilisasi dosen belum menjadi bagian dari strategi 

pengembangan institusi, masih bersifat parsial.

Dalam kegiatan mobilisasinya, dosen mendapatkan 

insentif yang sesuai

Mobilisasi terinstitusi seharusnya dapat dijadikan bagian 

dari pengembangan karir dosen

Kerja sama Perguruan 

Tinggi dan Industri

Proses pembuatan MoU tidak selalu cepat, khususnya bagi 

perusahaan yang berstatus terbuka

Proses pembuatan MoU dapat difasilitasi dengan baik 

untuk mengefisienkan waktu

Peran Pemerintah dalam 

Litbang

Berbagai program pengembangan bisnis dan produk yang 

diselenggarakan pemerintah terkesan memiliki kelemahan 

dalam aspek pembinaan atau mentoring, sehingga praktisi 

mengalami kesulitan dalam pengembangan bisnisnya

Terselenggaranya program inkubasi yang baik dan 

terencana

Peran Lembaga 

Intermediasi/ Alih 

Teknologi

Lemahnya pelaksanaan intermediasi iptek

Dalam praktiknya, inovasi-inovasi yang terbilang kecil 

secara nilai ekonomis cenderung tidak diperhitungkan

Lembaga litbang masih belum optimal berperan sebagai 

lembaga intermediasi

Intermediasi seharusnya aktif meningkatkan keberhasilan 

inovasi dan bisnis melalui layanan dukungan inovasi

Semua jenis inovasi harus diperhitungkan karena inovasi 

tidak hanya diukur dari besarnya nilai ekonomis, tetapi 

juga kontribusinya terhadap penyelesaian isu-isu inovasi

Lembaga litbang merupakan pusat dalam penelitian dan 

pengembangan yang berujung pada pemanfaatan hasil 

litbang oleh industri

Jaringan IPTEK Belum optimalnya mekanisme kemitraan iptek

Peranan antar lembaga yang belum terorganisasi dan 

bersinergi dengan baik

Jaringan iptek solid dan menjadi tumpuan negara dalam 

menghasilkan iptek untuk kesejahteraan bangsa

TEMUAN PERMASALAHAN: ASPEK OPERASIONAL
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PEMETAAN PERMASALAHAN MANAJEMEN INOVASI DI PT

ISU-ISU UTAMA DARI HASIL FGD Pemetaan (coding)

Organisasi terkait inovasi berdiri berdasarkan kebutuhan yang 
dirasakan oleh perguruan tinggi.

LEMBAGA

Organisasi terkait inovasi di PT memiliki beragam bentuk
tergantung keputusan di masing-masing PT 
(unit/badan/pusat/ lembaga)

LEMBAGA

Berdirinya organisasi terkait inovasi di PT didasarkan pada 
alasan bahwa fungsi-fungsi terkait komersialisasi sebaiknya
dipisahkan dari lembaga yang mengelola penelitian dan 
pengabdian masyarakat (LPPM)

LEMBAGA

Adanya perbedaan kompetensi sumber daya yang cukup besar
antara organisasi terkait inovasi di satu PT dengan PT lainnya.

SDM dan PROSES

Penghasil inovasi terbanyak adalah mahasiswa melalui
metode inkubasi.

PROSES

Ketidakseragaman fungsi-fungsi yang dijalankan oleh 
organisasi terkait inovasi.

PROSES
24



PERATURAN 
MANAJEMEN 
INOVASI PT

MODEL KONSEPTUAL 
MANAJEMEN INOVASI 
PERGURUAN TINGGI

ORGANISASI

PROSES

SUMBER DAYA

ALUR PERANCANGAN PERATURAN MANAJEMEN INOVASI DI PT

PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG MANAJEMEN 
INOVASI PERGURUAN TINGGI
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RAPERMENRISTEKDIKTI 
TENTANG MANAJEMEN 
INOVASI PERGURUAN TINGGI
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SISTEMATIKA RAPERMENRISTEKDIKTI MIPT

I. Ketentuan 
Umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

II. Manajemen 
Inovasi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal ..

Pasal 9

III. Pelaporan dan 
Penilaian Kinerja

Pasal 10

Pasal 11

IV. Kerja Sama

Pasal 12

V. Binwas

Pasal 13

VI. Pendanaan

Pasal 14

VII. Peralihan

Pasal 15

VIII. Penutup

Pasal 16

RAPERMENRISTEKDIKTI MIPT
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RUANG LINGKUP MANAJEMEN INOVASI PT

PERENCANAAN PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN EVALUASI

MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN 
TINGGI

a. mendorong terwujudnya penerapan 
dan pemanfaatan hasil penelitian dan 
pengembangan yang mengandung 
unsur kebaharuan dan telah diterapkan 
yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi 
untuk meningkatkan daya saing, 
kemandirian, perekonomian, dan 
kesejahteraan bangsa

b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
Perguruan Tinggi dalam mengelola 
proses Inovasi; dan

c. meningkatkan produktivitas Inovasi di 
Perguruan Tinggi.

TUJUAN MANAJEMEN INOVASI 
PERGURUAN TINGGI
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RUANG LINGKUP PERENCANAAN MANAJEMEN INOVASI PT

PERENCANAAN 
MIPT OLEH 

PEMIMPIN PT

Akademik

Pemerintah

Dunia 
Usaha

Komunitas

Ruang Lingkup Perencanaan:
a. komersialisasi;
b. operasional;
c. finansial;
d. risiko;
e. hubungan strategis dengan 

pemangku kepentingan;
f. pengawasan dan 

pembinaan
g. hal-hal lain yang diperlukan

RENCANA STRATEGIS 
PERGURUAN TINGGI

(5 Tahun)

Perencanaan merupakan proses perumusan dan 

penetapan tujuan, kegiatan, dan sumber daya yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen

inovasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi.

RENCANA KERJA 
TAHUNAN

diturunkan
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RUANG LINGKUP PENGORGANISASIAN MANAJEMEN INOVASI PT

Koordinasi, 
sinkronisasi, 
dan integrasi

Sumber Daya

Aktivitas

Fungsi

Organisasi yang mampu
melaksanakan manajemen
inovasi dalam perguruan
tinggi, sebagai contoh:
• LPIK ITB
• PUI UGM
• PUI Polines
• UPT Bisnis dan Ventura 

Universitas Teknologi
Sumbawa

• dsb

PENGORGANISASIAN
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RUANG LINGKUP PENGORGANISASIAN MANAJEMEN INOVASI PT

Mulai

Berkembang

Dewasa

• Belum ada organisasi khusus yang 
menjalankan layanan manajemen
inovasi

• Belum menjalankan satupun layanan
manajemen inovasi

• Telah ada organisasi khusus yang 
menjalankan sebagian layanan manajemen
inovasi

Pembentukan

Pengembangan

• Sudah menjalankan seluruh layanan
manajemen inovasi yang telah ditetapkan

• Membina dan melayani organisasi lainnya.

Penguatan
+ 

Pembinaan & Pelayanan
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RUANG LINGKUP LAYANAN MANAJEMEN INOVASI PT

Layanan Manajemen Inovasi paling sedikit terdiri atas layanan:

a. data dan informasi hasil Inovasi;

b. pendampingan, konsultansi, sosialisasi, informasi, dan promosi

hasil Inovasi;

c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;

d. pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan

imbalan kekayaan intelektual;

e. publikasi Inovasi;

f. pembentukan konsorsium Inovasi, pengembangan jaringan dan

koordinasi antara Perguruan Tinggi dan industri;

g. akses pembiayaan; dan

h. inkubasi kewirausahaan 32



RUANG LINGKUP PELAKSANAAN DAN EVALUASI

EVALUASI

Kegiatan

Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Manusia

Kerja Sama

Seluruh aktivitas dan 
kegiatan terkait dengan

layanan Manajemen Inovasi

PELAKSANAAN

PERENCANAAN

TIM TEKNIS

a. dosen;
b. tenaga kependidikan;
c. instruktur;
d. tutor;
e. praktisi; dan/atau
f. sumber daya manusia dari dunia usaha

dan/atau pihak lain melalui perjanjian
kerja sama.

Organisasi yang 
melaksanakan MI
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RUANG LINGKUP PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA

MENTERI

Akreditasi/Pemeringkatan/ 
Insentif/penghargaan

PELAPORAN

……….. ………..
……….. ………..
……….. ………..
……….. ………..

Pedoman Penilaian Kinerja
PEMIMPIN 

PERGURUAN 
TINGGI
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Bab III Pelaporan dan Penilaian Kinerja
Pasal 10, 11

http://data.inovasi.ristekdikti.go.idEmail Password

ict@inovasi.tk 123456

isbiaceh@inovasi.tk 123456

isbi@inovasi.tk 123456

isbi_tanahpapua@inovasi.tk 123456

isi_dps@inovasi.tk 123456

isi_padangpanjang@inovasi.tk 123456

isi_ska@inovasi.tk 123456

isi_yogya@inovasi.tk 123456

itb@inovasi.tk 123456

itk@inovasi.tk 123456

its@inovasi.tk 123456

bit.ly/inovasi2019

contoh

http://data.inovasi.ristekdikti.go.id/
mailto:ict@inovasi.tk
mailto:isbiaceh@inovasi.tk
mailto:isbi@inovasi.tk
mailto:isbi_tanahpapua@inovasi.tk
mailto:isi_dps@inovasi.tk
mailto:isi_padangpanjang@inovasi.tk
mailto:isi_ska@inovasi.tk
mailto:isi_yogya@inovasi.tk
mailto:itb@inovasi.tk
mailto:itk@inovasi.tk
mailto:its@inovasi.tk
https://drive.google.com/drive/folders/1o75BgrCSrnx9N_wVBl76QWCCnaBGsSI2


RUANG LINGKUP KERJA SAMA

REKTOR

WAKIL REKTOR

LPPM
LEMBAGA 

LAIN

PT A

Permohonan Layanan

Pelaksanaan Layanan

REKTOR

WAKIL REKTOR

LPPM
LEMBAGA 

LAIN

ORGANISASI YANG 
MELAKSANAKAN 

MANAJEMEN INOVASI

PT B

ORGANISASI YANG 
MELAKSANAKAN 

MANAJEMEN INOVASI
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Bab IV Kerja-sama
Pasal 12



RUANG LINGKUP PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi bersumber dari:

a. pendapatan jasa layanan;

b. hibah;

c. masyarakat;

d. kerja sama;

e. anggaran pendapatan dan belanja negara;

f. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
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Bab VI Pendanaan
Pasal 14



KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. pelaksanaan Manajemen Inovasi yang telah dilaksanakan

oleh Perguruan Tinggi; dan
2. pelaksanaan akreditasi dan pemeringkatan Perguruan 

Tinggi,
wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 
(dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
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Bab VII Ketentuan Peralihan
Pasal 15



TERIMA KASIH

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT SISTEM INOVASI – DIRJEN PENGUATAN INOVASI

Semarang, 7 Februari 2019
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